BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kondisi masyarakat merupakan masalah multidimensial yang disebabkan oleh
berbagai macam aspek yang meliputi lingkungan, sosial, ekonomi, kelembagaan dan
infrastruktur yang kurang menunjang/ memadai salah satu ciri umum dari kondisi
masyarakat adalah tidak memiliki akses prasarana dan sarana dasar lingkungan yang
menunjang, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang belum mamadai serta
mata pencaharian sekaligus pendapatan yang tidak menentu oleh karena itu
infrastruktur penunjang belum terbangun.

Dalam peraturan menteri dalam negeri no. 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik
Desa. BUMDes sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, bumdes terdiri atas jenis-jenis
usaha.

Jenis-Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa,
penyaluran sembako, perdagangan hasil pertanian, industri kecil rumah tangga, dan
jenis usaha sebagaimana yang dimaksud dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuha
dan potensi desa.

Potensi desa yang ada di desa molingkapoto selatan, di tinjau dari sumber
daya alam berupa pengolahan hasil pertambangan, dan pariwisata. Sumber daya

manusia berupa pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah.



5.2 Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan penelitian yang telah
diuarikan di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Para pimpinan perangkat daerah di pemerintah daerah Kabupaten
Gorontalo Utara dan Propinsi Gorontalo hendaknya melibatkan
seluruh Kabag/kasubag dan organisasi teknis lainnya untuk dapat
berpartisipasi dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di
Desa Molingkapoto Selatan

2. Prinsip penganggaran dilingkunganperangkat daerah di pemerintah
daerah kabupaten Gorontalo Utara hendaknya lebih menerapkan
transparansi dan akuntabilitas serta efisiensi dan efektifitas dalam
memberikan partisipasi terkait Badan Usaha Milik Desa yang ada di
Desa Molingkapoto Selatan.

3. Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa hendaknya meningkatkan
intensitas kualitas koordinasi dengan Kelompok Badan Usaha Milik Desa
(BUMDES) Molingkapoto Selatan untuk mengontrol seberapa jauh
BUMDES berjalan, dan terus mengontrol kegiatan kegiatan BUMDES.

4. Pemerintah Daerah harus memperhatikan sarana dan prasarana penunjang
kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Molingkapoto Selatan dalam

melaksanakan kegiatannya agar menjadi lebih baik dari sebelumnya.



Terkait dengan adanya program pemerintah dalam pengembangan Badan
Usaha Milik Desa, Maka dengan menghadapi hal tersebut perlu adanya kerja
sama pemerintah daerah maupun pemerintah desa dalam mengembangkan
usaha yang telah ada, terutama unit usaha BUMDes yang ada di Desa

Molingkapoto Selatan.
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